
 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 25 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 22 TAHUN 2023 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANDEGLANG, 

Menimbang      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat 
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang 
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;  

b. bahwa berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi 
pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah Tahun 
2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan keadaan, sehingga Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 
perlu diubah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2024; 

Mengingat           

 

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

SALINAN 



3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 180); 

 

 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi 
Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018           
Nomor 583); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019             
Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 30); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Banten    Nomor 1); 

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi 
Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2022     Nomor 3); 

22. Peraturan Gubernur Banten 10 Nomor Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2024 Nomor 10); 

 

 



23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2020 Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
2021 Nomor 8); 

 

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan 
Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan     : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PANDEGLANG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 diubah sebagai berikut : 

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun atas dasar hasil 
evaluasi RKPD Tahun 2024. 

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam: 

a. penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

b. penyusunan Perubahan Kebujakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; dan 

c. penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun 
dengan sistematika sebagai berikut  

BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB II  : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024 



BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV     : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V  : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : PENUTUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

(2) Sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

         Ditetapkan di Pandeglang 

         pada tanggal 6 Agustus 2024 

BUPATI PANDEGLANG, 

 

CAP / TTD 

 

       

IRNA NARULITA 

 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal 6 Agustus 2024                                   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

 

                                 CAP / TTD 

 

      ALI FAHMI SUMANTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 25 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,  

 

 
 

 

 

          M.MURYANTO,SH 
    Nip. 19661005 200212 1 003 


